STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unit Pelayanan : Kecamatan Gunung Kijang
Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Register Surat Tanah Di Kecamatan
No.| KOMPONEN URAIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
Perszturan Bupati Bintan Momor 8 Tahun 2008

1 Dasar Hukum

ot —

Formulir Permohonan
Folocopy Keterangan Register Sural Tanah dari Kelurahan/Desa
Surat Keterangan Penpurusan Fisik Tanah { Sporadik )/ Alos Hok/SKPPT asli

o Persvaratan

L e

3 Ristem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Petugas Piket memberi petunjuk format dokumen yang di perlukan seria carn
pengisiannya

2. Permohonan melengkapi Persyaratan kemudian memasukkan persyaratan ke
Metupas Lokel

3. Petugas Loket memeriksa kelngkapan berkas, jika berkas lengkap, maka berkas
diteruskan ke Kepala Seksi untuk di cek kelayakan berkas untuk kemudian
dimasukan ke resi penerimaan berkias

4. Tim teknis memverifikasi kelayakan berkas dan membuat rekomendasi teknis
tentang kelayakan permohonan yang ditwangkan dalam Berita Acara

5. Jika tidak layak maka dibuat surat penclakan

6. Jika layak melakukan pengolahan izin

7. Kepala Scksi membuat naskah sural Camat

B, Staf Administasi mengetik naskah surat Camat

9. Paraf dan pengecekan surat oleh Kepala Seksi

10. Sekretaris memeriksa redaksional surat dan memparal

11. Camat mengoreksi/menandatangani surst

12. Pencatalan dan penomoran sural

13, Penyerahan surat kepada pemohon
4 Jangka Waktu Penyelesaian 3 hari kerja scjak permohonan dunpersyaratan diterima dengan benar dan lenghap,
5 Biays Taril Tidok di pungut biaya (gratis)
6 | Produk Pelavanan Surat Keterangan Register Sural Tanah di Keeamalan
7 SaramsProsaruna dan  /  wtaw | Packir, Gedung, Ruang Tunggu, Toilet, Papan Informasi Media Informasi, Kantin
fasilitas
8 | Kompetensi Pelaksana Sumberdaya manusia sudah di bekali dengan bimbingan-bimbingan teknis tentang
pertanaban
) Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan aleh
Camat
10 | Penanganan Pengaduan 1. Masyvarakat menyampaikan pengadoan melalui kotak saran
2. Sekretaris Camal memverifikasi kebenarun pengaduim
3. Camat heserta Sckeam dan pars Kasi mengidentifikasi masalah dan mencarilan
alternatif solusi
4, Camat menpambil keputusan langkah-langkah mengatasi masalah pengaduan
tersehu
I 11 | Jumlah pelaksanaan Sesuai SK
12 | Jaminan pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Kegmanan Kepastian Hukum
14 | Evaluasi Kinerja pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi kenerja pelaksana dilakukan secara rutin setinp bulan




Nama Unit Pelayanan
Jemis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

+ Kecamatan Gunung Kijang
: Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT)

MNo.

KOMPONEN

URAIAN

i

Dasar Hukum

(2]

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
2. Pernturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009

Persyuratan

Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah dari Kelurahan/Desa
Folocopy Kartu Keluarga

Fotocopy KTP Penjual dan pembeli yang masih berlaku

Fotocopy KTP Penjual suami/istri yang masih berlaku

Fotocopy KTP Sempadan tanah yang masih berlaku

Fotocopy bukti penguasaan lainnya { Kwitansi, surat tebas atau G-7 )
SPT PBB tahun terakhir

Sural keterangan Persetujuan Penjual suamifistri

Kwitansi jual beli

Surnt Pernyataan tidak bersangkutan yang diketahui RT/RW setempat
. Surat Keterangan Ahli Waris/Silsilah Ahli Waris

. Surat Keterangan Kemation

. Sural pernyataan Sumpah dan saksi-saksi yang sah

. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah ( Sporadik)/SKPPT asli

— —— =1 Oho e =
Pl TRl R etk i

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

r—

Petugas Piket memberi petunjuk format dokumen yang di perfukan serta cara
pengisiannya

Permohonan melenghapi Persyaratan kemudian memasukkan persyaratan ke
Petugas Loket

Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas. jika berkas lengkap, maka berkas
diteruskan ke Kepala Scksi untuk di cek kelayakan berkas untuk kemudian
dimasukan ke resi penerimaan berkas

Tim teknis memverifikasi keluyukan berkas dan membuat rekomendasi teknis

tentang kelayakan permohonan yang diteangkan dalam Berita Acara
Jika tidak layak maka dibuat surat penolakan

Jika layvak melakukan pengolahan izin

Kepala Seksi membuat naskah surat Camat

Staf Administasi mengetik naskah surat Camat

Paraf dan pengecekan sural oleh Kepaola Seksi

m Sckretaris memeriksa redaksional surat dan memparaf

11. Camat mengoreksi/menandatangani surat

12, Pencatatan dan penomoran sural

13. Penyerahan sural kepada pemohon

© 00N B

Jangka Waktu Penyelesaian

3 hari kerja sejak permohonan danpersyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya Taril

Tidak di pungut biaya (gratis)

(i

Produk Pelayanan

Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah ( SKPPT )

Sarung.Presarana dan /

Fasilitas

aran

Parkir, Gedung. Ruang Tunggu, Toilet, Papan Informasi Media Informuasi, Kantin

Kompetensi Pelaksana

Sumberdaya manusia sudah di bekali dengan bimbingan-bimbingan teknis tentang

pertanahan

Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh

Camuil

10

Penanganan Pengaduan

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui kotak saran
. Sekretaris Camat memverifikasi kebenaran pengaduan

[P ]

alternatif solusi

=

tersebut

11

Jumlah pelaksanaan

Sesual SK

12
13

Jaminan pelavanan

Sesuai Maklumat Pelayanan

Jaminan Keamanan

. Camat beserta Sckeam dan para Kasi mengidentifikasi masalah dan mencurikan

Camat mengambil keputusan langkah-langkah mengatasi masalah pengaduan

Kepastian Hulkum

14

Evaluasi Kinerja pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi kenerja pelaksas




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

No.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum Pelayanan

1. UL No. 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional

2. ULl No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

3. Peraturan Menteri Sosial No. 147/ HUK/2013 tentang penctapan peseria penerima
bantuan iuran jaminan kesehatan

4, Peraturan Menteri Ristekdikti No, 6 Tahun 2019 teniang Baniuan Biaya
Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Derprestasi

5, UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas atau  difabel berhak
mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis,
jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan Pemerinth
jugu wajib menyediakan biava pendidikan untuk penyandang disabilitas

Persyaratan

SKTM Keperluan Jaminan Keschatan (RP.JS, Jampersal, Jamkesda)
Foto copy KTP

Foto copy KK

Surat asli dari LURAH/KADES

Pengantar RT/RW

SKTM Keperluan Beasiswa

. Surat permohonan Beasiswa

Rincian anggaran baiya

Surat keterangan aktif kuliah

Surat pernyataan tidak menerima bantuan biaya pendidikan lainnya
Foto copy KTP/EK

Foto copy rekening bank

R

F\:.HLUJMI—'

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Permohon mengajukan berkas permohonan SKTM;

Petugas loket menerima dan mengoreksi berkas permohonan, jika berkas tidak
lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudah lengkap berkas akan
diteruskan kepada Kasi;

3. Kasi memeriksn berkas jika berkas sudeh sesuai maka selanjuinya siaf
melaksanakan penpelikan:

Staf operator menginput registrasi Surat,

Berkas selanjutnya diverifikasi oleh Kasi;

Setelah berkas lengkap selanjutnya Camat menandatangani berkas tersebut;

Jika Camat Dinas Luar maka Kasi yang akan mepandatangani berkas tersebut;

. Setelah ditandatangani oleh Camat/Kasi, maka berkas tersebut kita serahkan ke
pemohon.

b —

o

aﬂ:-.'IP\E.ﬂ

Jangka Waktu Penyelesaian

15 menit dengan persyaratan diterima dalam keadaan benar dan lengkap.

Biaya Tarif

Tidak di pumgut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

=1 G| Lm| =

Sarana Prasarana  dan  Jfatau
[asilitas

Komputer dan jaringan internet, ATK, Peraturan perundang-undangan dan Peralatan
Komunikasi

Kompelensi Pelasana

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait dengan berkas yang

diajukan wargs;

Mampu memahami peraturan perundang-undagan;

Memiliki kemampuan menoprasikan computer dan internet;

Memiliki tingkat ketelitian vang baik dan mampu berkomuniknsi dengan baik,

bekerja dalam tim serta bekerja tepat waktu:

5. SDM vang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pelayanan
publik:

dis fad [

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh Kepala OPD

10

Penanganan Pengaduan

Kotak Suran, SP4N Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 0853-6344-9965

11

Juimlah Pelaksana

Sesuai SK

12

Jaminan Pelayvanan

Sesuai Maklumat !-‘éfﬁlfanau

13

Jaminan Keamanan

Kepastian Hukum

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Ewvalussi terhadap Pelayanan Publik dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan
dan perubahan atas pelaksanaan petayanan publik
2. Evaluasi melalui TRKM vang dilakukanseb mester | dan 1]




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayvanan

No.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Dispensasi Nikah

KOMPONEN

URAIAN

1

Drasar Hukum Pelayaian

1. PP Ne. 01 Tahun 1975, Izin Dispensasi Nikah ditujukan kepada Camat atas
nama Bupati.

2. UU No. 1 Tahun 1974, Ketentuan usia calon mempelai, Laki-laki minimal 19
tahun dan Perempuan minimal 16 tahun

[k

Persyaratan

Fole copy KTP

Foto copy KK

Folo copy Akie Kelahiran

Foto copy ljuzah

Surat Pengantar Wikah dari Lurah/Kades

Surat Keterangan Dari Lumh/Kades

Sural Permohonan Dispensasi Mikah dari KUA

sEh L b b

Bistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permohonan Dispensasi Nikah;

2 Petugas loket menerima dan mengoreksi berkas permohonan, jika berkas tidak
lenghkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudah lengkap berkas akan
diteruskan kepada Kasi;

3 Kasi memeriksa berkas jika berkas sudsh sesual maka selanjutnya stal
melaksanakan pengetikan;

4 Staf operator menginput registrasi Surat;

5  Berkas selanjumya diverifikasi oleh Kasi;

0 Setelah berkas lengkap sclanjutnya Camai menandaiangani berkas tersebut;
Jika Camat Dinas Luar maka Kasi yang akan menandatangani berkas tersebul;

7 Setelah ditandatangani oleh Camat/Kasi, maka berkas tersebut kita serahkan ke

pemohon.

Jangka Wakiu Penyelesaian

20 menit dengan persyaratan diterima dalam keadaan benar dan lengkap,

L= ]

Biava Tarif

Tidak di pungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

Surat Dispenausi Nikah

=l

Sarana Prasarana dan /atau fasilitas

Komputer dan jaringan intemet, ATK, Peraturan perundang-undangan dan Peralatan |
Komunikasi

Kompetensi Pelosana

I. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait dengan berkas
yang diajukan warga;

2. Mampu memahami pernduran perundang-undagan;

3. Memiliki kemampuan menoprasikan computer dan internet,

4, Memiliki tingkat ketelitien yang baik dan mampu berkomunikasi dengan baik,
hekerja dalam tim serta bekerja tepat wakiu;

5. SDM vang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pelayanan
publik;

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh Kepala
OFPD

10

Penanganan Pengaduan

Koak Saran, SP4N Lapor dan WA Singa Didik Santoso 0853-6344-9965

11

Jumlah Pelaksana

Sesum SK

12

Jaminan Pelayanan

Sesuai Makhumat Pelayanan

13

Jaminan Keamanan

Kepastian Hukum

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi terhadap Pelayanan Publik dilakukan seliap saat jika terjadi
kezalahan dan perubahan atas pelaksanaan pelayanan publik
2. Ewvaluasi melalui IKM yang dil ester | dan 1

¢ KIJTANG,




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelavanan

MNo.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Surat Keterangan Ahli Waris

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum Pelayanan

KUHP Perdata;

Instruksi BHP Indonesia LN1872 No. 166 Pasal 62 s.d. Pasal 63;

Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021
tentang Organisesi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

Pasal 111 ayat (1) hurul’ ¢ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badun Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 wntang Perubahan Ketiga
alas Peraturan Menteri Negara Agraria/Repala Badan Pertanahan Nasional
Momor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelakszanaan Peraturan Pemerintah

Lad By =—

=

Persyaratan

Foto Copy KTP

Foto Copy KK

Surat Keterangan Ahli Waris Dari Lurah/Kades
Surat Keterangan Silsilah Keluarga

b=

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1 Pemohon mengajukan berkas permohonan Ahli Waris;

2 Petogas loket menerima dan mengoreksi berkas permohonan, jika berkas tidak
lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudah lengkap berkas akan
diteruskan kepada Kasi;

3 Kasi memeriksa berkas jika berkas sudah sesuai maka selanjutnya staf

melaksanakan pengetikan;

Staf operator menginput registrasi Sural;

Berkas selanjutnya diverifikasi oleh Kasi;

Setelah berkas lengkap selanjutnya Camat menandatangani berkas tersebut;

Jika Camat Dinas Luar maka Kasi yang akan menandatangani berkas tersebut;

7 Beteleh ditandatanpani oleh Camat/Kasi, maka berkas tersebint kila serahkan ke
pemohon

o U e

Jangka Wakiu Penyelesaian

25 menit dengan persvaratan diterima dalam keadaan benar dan lenghkap.

Biaya Tarif

Tidak di pungut biaya {pratis)

Produk Pelayanan

Surat Keterangan Ahli Waris

Sarana Prasarana dan /astan fisilites

Komputer dan jaringan internet, ATK, Peraturan perondang-undangan dan Peralatan
Komunikasi

Kompetensi Pelnsana

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait dengan berkas vang
digjukon warga;

Mampu memahami peraturan perundang-undagan;

Memiliki kemampuan menoprasikan computer dan internet;

Memiliki tingkat ketelitian vang baik dan mampu berkomunikasi dengan baik.
bekerja dalam tim serta bekerja tepat waktu;

=M yang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan 1eknis tontang pelayanan
publik.

Cal ]

Ln

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh Kepala
Orp :

Lo

Penanganan Pengaduan

Kotak Saran, SPAN Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 0853-6344-9965

11

Jumlah Pelaksana

Sesuai 5K

12

Jaminan Pelavanan

Sesual Maklumat Pelayanan

13

Jaminan Keamanan

Kepastian Hukum

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi terhadap Pelayanan Publik dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan
dan perubahan atas pelaksanasn pelayanan publik
2, Evaluasi melalui IKM yang dilakukan setiap semester | dan 1




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

|_Ne.

: Kecamatan Gunung Kijang
: Santunan Uang Duka

KOMPONEN

URAIAN

[ 1

Dasar Hukum Pelayanan

UL No. 40 Tahun 2004 rentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

UL Mo. 13 Tabun 2011 tentang Penanpanan Fakir Miskin

Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangpulangan
Kemiskinan

Peraturan Bupati Bintan Nomor ..... tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Sosial Santunan Uang Duka Cita

ol

o

Persyura_ﬁh

Surst Permohonan Uang Duka Bermaterai Rp. 10,000

Sural Laporan Kematian Dard RT/RW

Surat Keterangan Ahli Waris Dar Lurah/Kades

Surat Kelerangan Kematian Dari Lurah/Kades

Surat Keterangan Tidak Mampu (Sktm)

Folo Copyakte Kemalian

Foto Copy Kartu Kependudukan (KK) Penghapusan Nama Almarbum
. Foto Copy (Kk) Yang Masih Ada Nama Almarhum

B. KTP Asli Almarhum

10. Kartu Kendudukan (KK) Ahli Waris

20 1 9N Lh g Lo 1D

Sistem, Mckanisme dan Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permohonan Santunan uang duka;

2 Petugas loket menerima dan mengoreksi berkas permohonan, jika berkas tidak
lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sndah lengkap berkas akan
diterusken kepada Kasi;

3 Kasi memeriksa berkas jika berkas sudah sesual maka selanjutnya staf
melaksanakan pengetikan;

4 Staf operator menginput registrasi surat;

5 Berkas selanjumya diverifikasi oleh Kasi;

6 Setelah berkas lengkap selanjutnya Camat menandatangani berkas tersebut;
Jika Camat Dinas Luar maka Kasi yang akan menandatangani berkas tersebut;

7 Setelah ditandatangani oleh Camat/Kasi, maka berkas tersebut kita serahkan ke

pemohon.

Jangka Waktu Penyelessian

25 menit dengan persyaratan dilerima dalam kesdaan benar dan lengkap.

|
= AT ]

| Produk Pelayanan

Riaya Taril

Tidak di pungut biaya (gratis)

Sural Santunan Uang Duka

Sarana Prasarans dan fatau fasilitas

Komputer dan jaringan internel, ATK, Peraturan perundang-undangan dan
Peralatan Komunikasi

Kompetensi Pelasana

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait dengan berkas

vang diajukan warga;

Mampu memahami peraturan perundang-ondogan;

Memiliki kemampuan menoprasikan computer dan internet;

Memiliki tingkat ketelitian yang baik dan mampu berkomunikasi dengan

baik, bekerja dalam tim serla bekerja tepal wakiu,

5. SDM yang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang
pelayanan publik.

B

Pengawasan Inlernal

Pengawasan Internal secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh Kepala
OPD

10

Penanganan Pengaduan

Kaotak Saran, SP4N Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 0853-6344-9965

Jumlah Pelaksana

Sesuai SK

15

Jaminan Pelayanan

Sesuni Maklumat Pelayanan

13

Jaminan Keamanan

Kepastian Hukum

Evaluasi KInega Pelaksana

1.Evaluasi terhadap Pelayanan Publik dilakulan setiap saat jika terjadi
kesalahan dan perubahan ates pelaksanaan pelayanan publik
2. Evaluasi melalui TKM yang dilakukan EE’“P semester | dan [1




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (0SS}

No. | KOMPONEN URATAN
1 | Dasar Hukum
, 1. Undang-Undang ™Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penpganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
| Kerja menjadi Undang-Undang;
| 2. Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2021,
3. Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020.
2 Persyaratan l. KTP
| 2. NPWP
' 3. Email Aktif
4. No Telepon vang terhubung WhatsApp
5. BPIS Kctenagakerjaan ( Jika sudah memiliki )
6. BPIS Kesehatan ( Jika sudah memiliki )
3 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1. Melengkapi Data terkait Pelaku Usaha;
' 2. Melengkapi Data terkait Bidanp Usaha;
3. Melengkapi Data Produk/lasa ( khusus UMK resiko rendah untuk perizinan
tunggal dan KBLI tertentu;
4. Memeriksa dan melengkapi dokumen persetujuan lingkunpgan  { KBLY Bidang
usaha tertentu ).
& | ungn Wakn Peayelesban Dalam kurun waktu 15 menit jika tidak terdapat masalah pada server/aplikasi 0SS
Biaya Tarif Tidak di pungut biaya { gratis )
6 | Produk Pelayanan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single
Submission (0S5)
7 Suranp, Prasarang, dan fatan fasilites | ATK, komputer dan jaringan internet
8 Kompetensi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (055);
2. Mampu memahami peraturan Perundang-undangan;
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet;
4. Memiliki tingkat ketelitian vang bailc;
5, Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja tepat waktu.
9 | Pengawasan Internal Pengawusan internal langsung dari Camatl secars berjenjang hingga tingkat
pengawasan oleh BDMPTSP
10 | Penanganan Pengaduan Kotak Saran, SP4N Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 0853-6344-9965
11 | Jumlah Pelaksana Sesuai SK
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan Kepastian Hukum
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online
Single Submission (0SS) setinp tejadinya kesalahan dan perubahan.




Nama Unit Pelavanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang

Jenis Pelayanan : Rekomendasi Permohonan Izin Mengadakan Keramaian
No. KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum Keputusan Bupati kepulauan Riau nomor ; kpts.23/V/1998
2 Persvaratan 1. KTP
4. No Telepon yang terhubung WhatsApp
i 3. Surat rekomendasi dari Kelurahan/Desa
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1. h»fc]engkapi Data terkait persyaratan;
2. Melampirkan surat rekomendasi dari Kelurahan/Desa,
4 | Jangka Waktu Penyelesaian Dalam kurun wakiu 15 menit jika tidak terdapal masalah
5 | Biaya Tarif Tidak di pungut biaya ( gratis ) ]
6 | Produk Pelayvanan Surat Rekomendasi Permohonan lzin Mengadaken Keramaian
7 Sarana, Prasarana, dan fatau fasilitas ATEK, komputer dan jaringan internct
§ Kompeiensi Pelaksana 1. Mampu memahami peraturan Perundang-undangan:
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet;
3. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja tepar waktu.
9 Pengawasan Internal -
10 | Penanganan Pengaduan Kotak Soran, SP4AN Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 0853-6344-9965
11 | Jumlah Pelaksana Sesuai SK
12| Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelavanan
13 | Jaminan Keamanan Kepastian Hokum
14 | Evaluasi Kinerja Pelakszna

Evaluasi terhadap Rekomendasi permohonan izin mengadakan keramaian

berdasarkan laporan pada %
ﬁ;ﬁ =TT




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

: Kecamatan Gunung Kijang
: Pelayanan Akta Kelahiran

Mo

KOMPONEN

URAIAN

Daszar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahon 2016 Tentang

Percepolan Peningkatan Cakupen Kepemilikan Akin Keluhirmn;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 26 Tabun 2018 Tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pendaftaran Pendudok dan Pencatatan Sipil;

1. Perubshan dad point pertama menjadi Pepaturan Menteri Dalam Neperd Republik
[ndonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Persturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persvarutan dan Tala Cars Pendaflaran Penduduk dan
Pencatitan Sipil;

4. Peraturan Menten [Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang
Formulir dan Buky yang digunakan dalam Adminisirasi Kependudukan.

b

T,

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran Asli dari Dokter/Biden/ Penolong Kelshiran. Pemohon

ying tidak memiliki surat keteranpgan kelahiran sebagaimana tersebul di atas maka harus

melampirkan SPTIM (Surat Permyatsan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data

kelahiran yang ditandatangai oleh wali/penanggungiawab, dengan kode F-2.03,

Alkta Nikah / Kutipan Akla Perkawinnn stuw bukti kein vang seh. Pemobon yang tidak

memiliki Akta Nikah sebagaimana tersebul di atas maks kerus melampirkan SPTIM

{surat Pernvataan Tanggung Jawab Mutiak ) kebenaran sebagai pasangan suami isterd,

dengan kade F-2,04;

3. KK dimana penduduk akan didafiarkan sebagai anggota keluargs;

4, KETP-¢l orong twal wali/ pelspor dan KTP-el 2 orang suksi yeng berdomisili di
Kabupalen setempat;

5. Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan
Repuhlik Indonesia. dengan kode F-2,01.

b2

Sistemn,  Mekamisme  dan
Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permohonan kelahiran;

Petupas Loket menerima dan mengoreksi berkaspermohonan kelahiran, fikn berkas
tidak lenghkapdikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudab lengkap berkns akan
diterusisan kepada Operator SIAK:

Operator SIAK ménginput dan mencetak draft dkta kelahiran yang akan diajukan;
Drafi yang sudah selesal diserahkan ke bagian register untuk diinpul ke dalam
spreadshest puna ontuk pengajuan kolektit ke Disdubeapil;

Kasi melakukan pengaluan berkas ke Disdukcapil bagian Capil;

Di Disdukespil herkas akan diverifikasi sertifikasi dan dicetak cleh petugss yang
berwenang:

Akta Kelahiran yang sudah dicetak discrahkan kembali kepada pihak kecamatan untuk
dizerabikan kepada pemohon;

1) Kecamatan Akta Kelahiran diserahkan ke baginn register untuk diserahkan kepada
pemohon:

Bagian Register menghubungi pemolion untuk mengambil Akia Kelahiran melabui via
Telpon:

10, Register menyerahkan Akla Kelahimn kepada pemohon,

M o el 2

o po

Jangka  Waktu

Pelavanan

7 (tuwjuh) hari  keja sejak permohonun

. dun persveritin diterima dengen
benar dan lengkap.

Biayaftarif

Tidok dipungut biaya { gratis ]

Produk Pelayanan

Akta Kelahiman

Sarans, Prasarana dan/stsu
Tusiliuas

Eomputer dan jaringan [nternel, ATK, Peraturan Perundang-undangan, dan peralatan
komunikasi

Kompetensi Pelaksana

1, Memiliki kemampuan mengidentifikasi dun analisis terkait dengen dokumen
kependudukan yvang digjukan warga;

Mampu memahami peraturan perundang-undangan;

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet:

Memiliki tingkat ketelitian yang baik;

Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, dan bekerja tepat waktis
SDM yaung dibekuli dengan pelatiban dan bimbingen teknis tenitang pelayanan publik,

R ]

Pengawasan Internal

ngawas:&n dilakukan secara berjenjang di dalam internal OPD

Penznganan  Penmadian,
sarpn dan masukan

Kuotak Seran, SP4N Lapor dan WA Siags Didik Santoso 1853-A744-0965

Jumlah Pelaksans

Sequai SK

Jaminan Pelavanan

Sesuai Maklumat Pelayanan

Faminan Keamanan

Kepastian ukum

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Evaluasi terhadap pelayanan Publik dilakukan setiap sast jika terjadi kesalaban dan
peruhahan atas persturan pelaksanasn peluyanan publik
2. Evaluasi melalui TKM yang dilukukun setiap semesier [ dan 11




MNama Unit Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

¢ Kecamatan Gunung Kijang

URAIAN

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tenteng Persyaratan dan
Tata Cara Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesta Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Momor %0 Tahun 2018 Tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaflarnn Penduduk dan Pencatatnn Sipil;

3. Peraturan Menler Dalum Neger Republik Indonesin Nomoer 109 Tabun 2009 Tentang
Formulie dan Buku yanp dipunakan dalam Administrasi Kependudukan,

Jenis Pelayanan : Pelayanan Akta Kematian
| No. KOMPONEN
1. Dasar Hukum
2. | DPersyaratan

Surat Kematian dari Dokter / Kepala Desa/ Lursh/ yang disebut nama Juin;

1.

2. Surat keterangan Kepolisian bagi kematianseseorang vang tidak jelas identitasnya:

3. Salinan penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena
hitang atau moti tetapi tidak ditemukan jenazshnya;

4. Surat pernyvatasn kematian dori maskapai penerbangan bagi seseorang yong tidak jelas

keberadasnya karena hilang atau mati tetapt tidak ditemukan jeneszahnyz sesuni dengan
kelgntuan peraturan perundang-undangan; atay
5. Surat Keterangan Kematian dari PerwakilanRepublik Indonesia bagi Penduduk vang
kematinnnyo di luar wilayah NEKRI,
KK dimans penduduk terdafter sebagai anggota keluarga;
R 1TP-l pelapor dan KTP-el saksi 2 crang Bintan;
Menpisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil & dafam wilayah Negarn Kesatuan
Republik Indonesia, dengan kode F-2.01.

e

Prosedur

Sistermn,  Mekamsme  dan

Pemohon mangajukan berkas permohonan kematian:

Petugas Loket menerima dan mengoreksi berkaspermohonan kematian, jika berkas

tidak lengkapdikembalikan kepada pemohon. jika berkas swdah lenghkap beckas akan

diferuskan kepads Operator SIAK:

Operator SIAK menginpul dan meneetak drafi akia kematian yang akan diajukan;

Draft yang sudab selesal diserahkan ke bagian register unmuk di input kedalam

spreadsheet puns untuk pengatjunn secar kolektif ke Disdukcapil,

5. Berkes yang sudah siap berangkat disernhkan kepeds Kasi intuk dilakukan pengajuan
ke Disdukeapil hagian Cagil;

6. Di Disdukcapil berkas akan diverifikasi, sertifikasi, dan hasil peogesatan dikinm oleh
petugas Capil ke Operator SIAK Kecamatan dalam bentuk pdf melalui Via WA;

7, Omperator SIAK akan mencetak Aklz Kematian den menverahkan ke baginn repister
unluk diserahkan kepada pemohon;

8. Bagian Register menghubungi pemohon untuk mengambil Akta Kematian melalui via

Telpon dan mengirimkan dokomen dalam bentok pdf melalun Via WA,

Pl

o

| Jungka  Waktu
Pelayanan

T{juh) harf  kerja
benar dan lenghap.

sejak  permohonan dun persyoratan diterime dengan

Bizya/tarif

Tidak dipungul biays ( gratis )

Produk Pelayanan

Akia Kematian

"-II""E-"" o]

Sarana, Prasarana danfatan
fasilitns

Komputer dan jaringan internet, ATK., Peraturan Perundang-undangan, dan peralatan
komunikasi

Kompetensi Pelaksans

1. Memiliki kemampuan  mengldentifikisi dan soalisis  lerkail deogan dokumen
kependudukan yang dinjuksn warga;

Mampu memakami peraturan perundang-undanparn;

Memiliki ketnampuan mengoperasikan kemputer dan internet;

Memiliki tingkat ketelitian yang baik;

Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, dan beherja tepat wakiy;
SDM vang dibekali dengan pelatthan dan bimbingan tekms tentang pelayanen publik,

oln g

Pengawasan [ntemal

Pengawasan dilakukan secars berjenjang di dalam internal OPD

saran dan masukan

Kotak Saran, SP4N Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 0853-6344-9965

Jumlah Peluksana

Jaminan Pelzyanan

Sesuat Malklumat Pelayvanan

Jaminan Keamanan

Pelaksana

Eepastion Hukum

Fvaluasi Kinerja

l. Evaluasi terhadap pelayanan Publik dilakukan setiap saal jika terjadi kesalahan dan
perubshan alas peraturan peluksanaan pelayanan publik

2. Bvaluasi melalul TKM yang NJWMH dan [1
Ay mﬁﬁn "




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

! Kecamatan Gunung Kijang
: Pelayanan Kartu Identitas Anak (KI1A)

No.

KOMPONEN

URAIAN

I

Dasar Hukum

1. Peraturun Menteri Dalam Meperi Repubiik Indonesia Nomor 2 Tabun 2016

Tentang Kartu Identitas Anak;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tabun 2018 Tentang

Persyaratan dan Tata Carp Pendaftaran Penduduk dan Penicatatan Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomaor |08 Tahun 20149
Tentang Porsturan Pelaksansan Peraturen Presiden Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

4. Peraturan Memeri Dalam Negeri Republik Indonesia Momor 109 Tahun 2019
Tentang Formulir dan Buku yang dipunakan dalam  Administrasi
Kependudukan.

]

)

Sedecopy kutipan akia kelahiran;

Joiseapy KK oreng tus / wali; dan

Fato Digital berwama (usia 5 tahun sampai dengan usio 17 twhun kureng satu
hari}

R e

Sistem, Mekanisme danProsedur

. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan KIA;

Petugas Loket menerime dan mengoreksi berkas permohonan K14, jika
berkas tidok lenghap dikembelikun kepada pemohon, jika berkas sudah
lengkap berkas akan diteruskan kepada Operstor SIAK:

3. Operator SIAK menginput dan mencetak draft KIA;

4. Draft yang sudah selesai diserahkan ke bagian register untuk di input kedalam
spreadishect guna untuk pengajuan secara kolektif ke Disdukcapil;

5. Berkas vang sudah siap berangkat diserahkan kepada Kasi untuk dilakukan
pengajuan ke Disdukcupil bagian Dafduk;

6. Kasi melakukan pengajuan berkas untuk pencetakan KIA ke Disdukcapil;

7

8

9

frogd i

D Disdukcapil KIA akan diproses dan dicetak kemudian diserahkan kembali
ke kecamatan dalam hentuk kartu elektronik;

D Keeamatan KIA diserahkan ke bagian register untuk diserahkan kepada
pemahon;

Bagian Register menghubungi pemohon untuk mengambil K1A melalud via
Tetpon.

Jangka WakiuPelayanan

7 (mjuh) hari kerja sejak
diterima dengan benar dan lengkap,

permohonan dan persyaratan

Biava/tanif

Tidak dipungut biaya { grutis )

: Produk Pelayanan

Karu Identitas Anak (EIA)

Sarana, Prasarana dandatou lasilitas

Komputer dan jaringan intermer, ATK. Peraturan Perundang-undangan, dan
peralatan komunikasi

Kompetensi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan mengidentitikasi den analisis terkait dengan dokumen
kependudukan yvang diajukan warga;

Mampu memahami persturan perundang-ondangan;

Memiliki kemampuan mengoperasikan kompurer dan internest;

Memiliki tingkat ketelitian yang baik;

Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalum tim, dan bekeda tepal
waktu;

SDM yang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis temmang
pelayanun publik.

e 1

o

Pengawasan Internal

Penizawasan dilakukan secara berjenjang di dalam internal OPD

10

Pemnanganan Pengaduan, saran dan
masukan

Kotak Saran, SP4N Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 0853-6344-9965

Jumlah Pelaksana

Sesuai SK

F4

Jaminan Pelavanan

Sesuai Maklumal Pelayanan

13

Taminan Keamanan

Kepastian Hukum

Evalussi Kinerja Pelaksana

1. Evaluassi terhadap pelayanan Publik dilakukan setiop susl jiks teadi
kesalahan dan perubahan atms peraturan pelaksanaan pelayanan publik

2, Evaluasi melalui Wun setinp semester [ dan [1
/ : “H_I_ﬁsn .."‘::'\._'




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

No. KOMPONEN URAIAN
1. Drasar Hukum 1. Peramuran Presiden Republik Indonesia Noamor 96 Tahun 2018 Tentang
Persvaratan dan Tata Cars Pendaftarin Penduduk den Pencatatan Sipil;

2. Peraturan Menlen Dalum Neger Republik Indenesio Momor 108 Tahun 2019
Tenlang Peraturan Pelaksanaan Peraturen Presiden Nomoer 96 Tolum 2018
‘Tentang Persvaratan dan ata Carn Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Tndonesia Nomor 109 Tahun 2019
Tentang Formilir dun Buku yong  diguneken  delam Administrasi
Kependudukan,

b3 Persyaran Pengajuan KK baru :
|. Surat Nikah / Akta Nikah / Kutipan AktaPerkawinan / Ak Perceralan;
2. ljazah Pendidikan Terakhir;

3. Akta Kelahiran / Surat Kelahiran hagi kelusrgayang mempunyai anak;

4. Surat Pindah Datang dari dagrah asal (dalamwilayah NKRI).

Perubaban Dats Kartu Keluargs :

1. KK lama;
| 2. Sural Reterangan atmy bukt perubahan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting,
Penerbitan KK Rusak atan Hilang :
. Surat Keterangan Kehitangan KK dan Kepolisian;
2. KK Rusak / Fotocopy KK hilang;
3. KTP Elektronik.
£ Sistem, Mekunisme danProsedur l. Pemohon mengajukan permohonan pembuatanKartu Kelutrge;

2. Petugss loke: menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaraisn, lika
persyaratan tidoklengkop dikembalikan kepada pemchon, jika persyaratan
{engkop diteruskan kepada OperatorSIAK,

3. Operator SIAK menginput, menerbitkan drafl Kartu Kelunrgn dan

n seluruh berkas ke Kasi Pelayanan untuk di serabkan ke
Disdukcapil bagian Dafduk;

4. Kasi Pelayanan menverahkan berkas ke Disdukcapil bagian Pendaftaran
Perdudulk untuk dapat berkas di verifikesi dan sertifikosi oleh petugas yang
berwenang;

5. Uasil sertifikasi Kartu Keluarga akan dicetak oleh operatar SIAK dan dapat
didistribusikan langsung kepada pemohon baik dalam bentuk KK Asli print
maupun dikirim Vie WA delam bentuk pdf;

0. Kartu Keloarps vang sudah dicctsk scgers untuk menghubumg pibak
pemohon dengan cara menelepon ke nomor telepon vang telah diberikan.

4. Jangka WaktuPelayanan T (lujuby) hari  kerjm  sejgk  permohonan dan persyaratan
diterima dengan benar dan lengkap.

5 Biaya/tarit Tidak dipumgut binya { gratis |

6. Prowduk Pelayanan ok (Rartu FKelwergs) :

7. Saruna, Prasarana danfatou fesilitas FKompuler dan joringan imemet, ATK, Peratursn Perundang-undangan, dan
peralatan komunikasi

8. | Kompetensi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait dengan dokumen

kependudukan yung disjuken wargs,

2. Mampu memahami peraturan perundang-undangan;

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan inlernet:

4. Memiliki tingkat ketelitian vang baik;

5. Muampu berhomunikasi denpan baik, bekerja dalam tim, dan belerja tepat
waktu;

6. SDM wang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis temang
pelayanan publik,

9. | Penpawasan Infernal Penpawasan dilakukan secara berjenjang di delam mternal OPD
10, Penanpanan Pengaduan, saran dan Kook Saran, SP4N Lopor dan WA Siagn Didik Santoso 0853-6344-9965
masukan
11. Jumiah Pefaksana Sesuni SK
12.  Jeminan Peloyanan Sesuai Maklumat Pelayanan
| 13, Jaminan Keamanan Kepastian Hulkum
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana |. Evaluasi terhudup pelayasan Publik dilakukan seticp saar jika terjadi
kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksansan pelayanan publik
2. Evaluasi melalui IKM yang dilakukan setiap semester | dan 1l




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Kartu Tanda Penduduk (KTP-¢l)

Nao.

KOMPONEN

URAIAN

1.

[Dasar Hukum

|. Peraturun Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk
Elektronik:

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indopesia Nomor 8§ Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedus atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2011 Tenang Pedoman Peperbitan Kartu Tands Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Masional;

i, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tatum 2018 Tenleng Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipal;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Bepublik Indonesia Nomer 108 Tahun 2019 Tentang
Peraturun  Peleksunupn  Peraturan Presiden Nemor 9% Talhun 2008 Tentang
Persyaratan dan Tata Cars Pendaftaran Penduduk dan Pencatmtan Sipil;

5. Peraturan Menteri Dralam Neperi Republik Indomesia Womor 109 Tahun 2019 Tentung
Formulir dan Buku vang digunakan dalam Administrasi Kependudukan,

Persvaratan

Telah berusia 17 (tujuh belas) tabun, sudah kewin, atau pernah kawin;
Fuotoeopy KE;

KTP-el lama (jika sudah pernah punya);

Surat Keterangan Kehilangan KTP-e! dari Kepolisian jika hilang;

K'TP-#l yang risak;

Sudah Melakukan Perekaman Biometrik dan sudah melewat tahapan
penunggalan di pusal,

S B =

3. Sistem,  Mekanisme  dan 1.  Pemohon mengajuken permohonan pembuatankTP-el;

L 2. Petugss loket menerima dan mengoreksikelengkapan persyaratan, Jika persyaratan
tidaklengkap dikembalikan kepada pemahon, jike persyarsian lengkap diternskan
kepada Operator SIAK untuk didaflarkan terlebih dahulu kemudian diserahkan
kepada operator Perekaman bagi pemula untuk depat dilakukan perckaman data;

3. Berkas yang sudah lengkap akan diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk dapat di
serehkan kepods Disdukcapil agor dopat dilakukan pencetaken KTP-el secara
Kolektif di Disdukeapil bagian Pendafiarnn Penduduk:
4. Setelah KTP-el selesai dicetak make KTP-el akan diserahkan kembali ke
Kecamatan untuk dapat di serahkan kepacla pensgss loket pelayanan di Kecamatan;
5. KTP-el yang sudah tercetak oleh Petugas loket pelayanan akan di sembkan kepada
pemohon,
4, Jangka — Wakiu 7 (lujub) bari  kerja  sejak parmohonan dan persyaratan diterima
Pelayanan dengan benar don lengkap.
5. Binywitanif Tidak dipungm biava ( gratis )
a, Produk Pelayanan KTP-el
7 Sarana, Prasarana dan/atau Komputer dan jaringan imternet, ATK, Peraturan Perundang-undangan, dan peralatan
fasilitas komunikasi
8 Kompetensi Pelaksana 1. Memiliki kemampusn mengidentifikssi dan analisis terkait dengan dokumen
kependuduken yang digjuken wargn;
2. Mampu memahami peratoran perondang-undangen;
3. Memiliki kemempuan mengoperasisan komputer dan intermet;
4. Memiliki tingkar ketelitian yang haik;
5, Mampu berkomunikasi dengan balk, bekerja dalam tim, dan bekerja tepat wakiy;
6. SDM yang dibekali dengan pelarihan dan bimbingan teknis tentang peleyanan
publik.
9. Pengawsan Intemnal Penpawasan dilakukan secara berjenjang di dalam internal OPD o
10. Pensnganan Pengaduan, Kotk Saran, SP4N Lapor dan WA Siapa Didik Santoso (833-6344-49965
saven dunmesulon
1. | Jumlsh Pelaksana Sesuai 5K
12, | Jaminan Pelayanan sl Sesuai Maklurrat Pelayanan
13, | Jaminan Keamanan Kepastian Hukum
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana l. Ewvaluasi terhadap pc!a:ﬁ.mn Pu‘ubk dllaLu'R.ﬂ_n seliap saaL jike terjadi kesalahan dan

-




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unit Pelayanan : Kecamatan Gunung Kijang
Jenis Pelayanan : Pelayanan Surat Kedatangan WNI
No. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Perawran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 Temtang Persyaratan dan Tata Cara
Pendalaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Persturan Menteri Dalam MNegeri Republik Indonesia Nomor 109
Tahun 2019 Tentang Formulir dan Boku vang digunakan dalam
Administrasi Kependodikan,
2 Persyaratan 1. Surat Keterangan Pindsh W] [SKPWNI); dan
2. Kartu Keloargs (bagi vang numpang KK).
3. Sistemn, Mekunisme danProsedur . Pemohon mengajukan permohonan pembuatanSKDWNI:

2. Petugas loket menerima dan mengoreksikelenpkapan persyaratan,
Jika persyaratan tidaklengkap dikembalikan kepada pemohon, jika
porsyaratan lengkap berkas akan di proses melalui aplikasi
sipanducapil oleh petugas register:

3. Berkas yang sudsh di proses melalui Sipanducapil akan menunggn
selama 3 x 24 jam untuk diterbitkan SKDWNI oleh Disdukcapil;

4. SKDWNI yang sudah selesai di proses dapat di cetak untuk
melanjutkan kepengurusan KK ataupun dikifim ke pemaobon
melalui Via Whatsapp oleh petugas register dalam bentuk pdf.

Jangka WaktuPelnyanan T{tujub) hari  kerja  sejak  permohonan dan persyaratan
diterima dengan benar dan lengkap.
5 Biava/tarif Tidak dipungut biaya ( gratis )
. Produk Pelavanan SKDWHNI
7. Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas Komputer dan jaringan internet, ATK, Peraturan Perundang-undangan,
dan peralatan komunikosi
R. Kompetensi Pelaksana I. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait dengan
dokumen kependudukan yang diajukan warga,
2, Mampu memahami peraturan perundang-undomgan;
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet;
4. Memiliki tingkat ketelitian vang baik;
5. Mampu berkomunikesi dengan baik, bekerja dalem tim, dan bekerja
tepat waktu;
. SDM yang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang
pelayanan publik.
9. Pengawasun Internal Pengawasan dilakukan secara berjenjang.di dalam internal OPD
10. | Penanganan Pengaduan, saran dan Kotak Saran, SP4N Lapor dan WA Siags Didik Santoso 0853-6344-9965
| masukan
11, | Jumlah Pelaksana Sesuai 5K
12, | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13, | Jaminan Keamanan Kepastian Hukum
4. | Evaluast Kinerja Pelaksana 1. Evaluasi terhadap pelayanan Publik dilakukan setisp saat jika

terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan  peluksangan
pelayanan publik
2, Evaluasi melalui IKM vang dilakukan setiap semester 1 dan I1




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unit Pelayanan : Kecamatan Gunung Kijang
Jenis Pelayanan : Pelayanan Surat Pindah WNI
: No. KOMPONEN URAIAN
| 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persvarstan dan Tata Cara Pepdaftaran Penduduk dan
Peneatatan Sipil;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2019 Tentang Peraluran Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
PendaNaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peruturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109
Tahun 2019 Tenlang Formulir dan Buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependuduban.
2, Persyarntan . Kartu Keluarga
2. Sural Permohonan dengan alamat tujuan pindahyang jelas dan
ditanda tangani pemohon
3. Memperlihatkan KTP Elektronik pemohon
3. Sistem, Mekanisme danProsedur 1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan SKPWNI;

2. Petugas loket menerima dan mengoreksikelengkapan persyaratan,
Jika persyaratan lidaklengkap dikembalikan kepada pemohon, jika
persyaratan lengkap diteruskan kepada Operator SIAK:

3. Operator Siak menginput dan mengupload berkas pengajuan
SKPWNI;

4. Menunggo 3x24 jam Kepala Dinas mensertifikasi berkas SKPWNI
vang sudah diupload;

5. SKPWHNI yang sudah mendapatkan Tanda TanganClektronik (TTL)
dikinm ke pemohon melalui Via Whatsapp oleh operator SIAK
dalam bentuk pdf.

4. Jangka WaktuPelayanan 7(tujub) hari kerja  secjak  permohonan dan  persyaralan
diterima dengan benar dan lengkap.
3. Binyu/taril Tidak dipungut hiaya { gratis )
6. Produk Pelayanan SKPWNI
Surna, Prasarams dan/atau fasilitas Komputer dan jaringan intemnet. ATK, Peraturan Perundang-undangan,
dan peralatan komunikasi
| 8. Kompetensi Pelaksana I, Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkail dengan
dokumen kependudukan yang digjukan wargs,
2, Mampu memahami peraluran perundang-undanpan;
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet;
4. Memiliki tingkat ketelitian vang baik;
5. Mampu berkomunikasi dengan baik. bekerja dalam tim, dan bekerja
tepat wakiu;
6. SDM vang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang
pelayanan publik,
9. Pengawasan Internal Pengawasan dilakukan secara berjenjang di dalam internal OPD
18, | Penanganan Pengaduan, saran dan Kotak Saran, SP4N Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 0B33-6344-0065
masukan
11, | Jumlah Pelaksan: Sesuai SK
12. | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13. | Jaminan Kexmanon Kepastian Hukum
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi terhadap pelayanan Publik dilakukan setiap saat jika terjadi
kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanasn pelayanan
publik

2. Evaluasi melalui TKM yang dilakukan setiap semester | dan 11




